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ABSTRAK 

 

Kemajuan teknologi menempatkan dunia digital sebagai akses 

utama mendapatkan informasi,  melalui platform media sosial 

merupakan sarana bagi kaum milenial untuk melakukan berbagai 

aktivitas yang bersumber dari media sosial, oleh karenanya media 

sosial adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi agar dapat 

mengakses segala kebutuhan yang bisa mendukung serta dimanfaatkan 

dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mengembangan diri dari 

setiap individu yang bisa didapatkan melalui media sosial. Manfaat 

yang begitu beragam dari hadirnya platform media sosial tidak hanya 

memberi dampak positif bagi masyarakat melainkan demi kepentingan 

pribadi maupun kelompok memanfaatkan media sosial dalam ranah 

negatif yaitu dengan menyebarluaskan berita hoaks yang bisa saja 

mengganggu keamanan dan stabilitas negara, Dengan alasan demikian 

pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan akses terhadap 

penggunaan media sosial. Pemerintah memiliki kewenangan atas 

pembatasan akses media sosial dengan catatan yaitu alasan yang jelas 

bahwa pembatasan ini untuk kepentingan umum dan pembatasan hanya 

dapat dilakukan jika mengancam keamanan nasional. Meski begitu 

pembatasan akses media sosial bertentangan dengan peraturan dan 

norma-norma yang ada, dimana pemerintah sebagai penyelenggara 

negara memiliki kewajiban untuk memberikan informasi sebagaimana 

diatur dalam undang-undang keterbukaan informasi publik. Penulis 

akan melakukan penelitian terkait adanya pembatasan akses media 

sosial oleh pemerintah yang akan ditinjau dari perspektif hukum hak 

asasi manusia. Penelitian kali ini akan menggunakan metode penelitian 

normative yang dimana penulis akan mengkaji dari peraturan 

perundang-undangan terkait dan konsep yang didukung teknik 

preskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemerintah selaku 

penyelenggara negara dalam  menerapkan kebijakan dengan melakukan 

pembatasan akses media sosial harus berdasarkan asas kepentingan 

umum dan mekanisme penerapan yang lebih transparansi dan 

akuntabilitas sehingga kebijakan yang dibuat mampu memberikan suatu 

pelayanan terbaik terhadap masyarakat.   

Kata kunci : Pembatasan akses, Akses Platform media sosial, Informasi 

Hoax. 
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ABSTRACT 

 

Advances in technology place the digital world as the main 

access to information, through social media platforms as a means for 

millennials to carry out various activities that come from social media, 

Therefore, social media is the right of the community to obtain 

information so that they can access all the needs that can support and 

be used in various activities that aim to develop themselves from each 

individual that can be obtained through social media. The various 

benefits of the presence of a social media platform not only have a 

positive impact on society but for the benefit of personal and group use 

of social media in a negative realm, namely by spreading hoax news 

that could disrupt state security and stability. For this reason, the 

government issued a policy to restrict access to the use of social media. 

The government has the authority to restrict social media access 

provided that there are clear reasons that these restrictions are in the 

public interest and restrictions can only be imposed if they threaten 

national security. Even so, restrictions on social media access conflict 

with existing regulations and norms.  where the government as state 

administrator has the obligation to provide information as regulated in 

the law on public information disclosure. The author will conduct 

research related to restrictions on social media access by the 

government which will be reviewed from the perspective of human 

rights law. This research will use a normative research method where 

the author will examine the related laws and regulations and concepts 

supported by prescriptive techniques. The results of this study are that 

the government as state administrator in implementing policies by 

limiting access to social media must be based on the principle of public 

interest and a more transparent and accountable implementation 

mechanism so that the policies made are able to provide the best 

service to the community. 

Keywords : Restrictions access, Platform social media access, Hoax 

Information. 
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